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Adanya aturan hukum atau perundang-undangan dibuat untuk membatasi dan 
melindungi serta kepastian hukum terhadap keadaan masyarakat. Rencana Tata 
Ruang Wilayah merupakan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah 
dalam rangka untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan 
masyarakat yang dalam pembuatannya tentunya sesuai dengan aturan hukum yang 
diatasnya. Alih fungsi lahan yang menjadi perhatian penting dalam kehidupan 
masyarakat sekarang, perlu adanya dalam pembuatan aturan hukum penting untuk 
diperhatikan termasuk implikasi aturan tersebut. Kebijakan yang dibuat dapat 
membentuk atau mempengaruhi keadaan dan lingkungan ditempat kebijakan 
tersebut dibuat termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai aturan yang baku 
dalam pembentukan ruang wilayah Kabupaten atau Kota. Karena lahan 
merupakan penyeimbang dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat dan 
tentunya akan berpengaruh dengan generasi penerus. Dengan ini Pembangunan 
Berkelanjutan sangat penting sebab merupakan upaya sadar terencana dengan 
memadukan beberapa aspek indikator yaitu lingkungan hidup, sosial, dan 
ekonomi kesejahteraan masyarakat. 





The rule of law or a law made to restrict and protect as well as legal certainty in 
the state of society. Spatial Plan is the rule of law made by the local government 
in order to maintain the environmental balance and the life of society in the 
making course in accordance with legal regulations thereon. Land use changes 
and become an important concern in society today, the need for the manufacture 
of the rule of law is important to note include implicate the rule. Policies that can 
be made to shape or affect the circumstances and environment in place the policy 
is made including the Regional Spatial Plan as a standard rule in the formation of 
the spaces of the Regency or City.  Because the land is the balance in the 
sustainability of public life and certainly will affect the next generation. With this 
Sustainable Development is very important because it is the conscious effort 
planned by combining some aspects of indicators of environmental, social, and 
economic well-being of society. 
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1. PENDAHULUAN  
Konsepsi negara kesejahteraan terkandung di dalam UUD 1945, dimana pada 
bagian Pembukaan UUD 1945 alinea 4 diberikan gambaran akan tujuan 
negara Indonesia, yaitu pertama, negara melindungi segenap bangsa dan 
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seluruh tumpah darah Indonesia; kedua, memajukan kesejahteraan umum; 
ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan keempat, ikut serta 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. Makna yang tersirat dari kata adil dan makmur 
tersebut melekat dalam konsep pemikiran Utilitarianisme. Tujuan hukum pada 
dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana 
pendapat tokoh aliran Utility (kebahagiaan) yaitu Jeremy Bentham yang 
menjelaskan the great happiness for the greatest numbers. Makna adil dan 
makmur, harus di pahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia., baik yang 
bersifat rohani maupun jasmani. Secara yuridis hal ini menunjuk kepada 
kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. 
Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur karena 
mencerminkan nilai-nilai bangsa yang di wariskan turun temurun dan abstrak, 
dan konsep murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa 
aspek pokok, baik agamis, ekonomi, Ketuhanan, sosial, dan budaya yang 
memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut 
sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang 
dalam sila berkaitan erat dan tak dapat terpisahkan.
1
 Indonesia merupakan 
negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan 
ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan 
materil. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-
Undang Dasar. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satupun negara di dunia 
yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi 




Adanya tujuan-tujuan tersebut tentunya membawa dampak bagi 
pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Sjachran Basah 
mengatakan bahwa tugas pemerintah tidak hanya mengurusi bidang 
pemerintahan saja, tetapi juga bidang kesejahteraan sosial dalam rangka 
                                                           
1 Otje Salman Soemadiningrat, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, 
Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 156-157 
2 Dahlan Thaib, Teori Hukum dan Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 33. 
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mewujudkan tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional. 
Pembangunan nasional yang bersifat multi komplek membawa akibat bahwa 
pemerintah harus banyak turut campur dalam kehidupan rakyat yang 
mendalam di semua sektor.
3
 Salah satunya yakni dalam pengelolaan ruang 
yang didalamnya tanah menjadi unsur pokoknya yang termuat dalam Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3). 
Daerah atau wilayah merupakan struktural negara yang paling bawah 
dalam tata negara yang dimana daerah atau wilayah merupakan sebuah ruang 
untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat, seperti yang tertuang dalam 
pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah rencana tata ruang 
yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, 
strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dan ketentuan pengendalian 
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
4
 RTRW merupakan dekumen 
perencanaan yang mengikat bagi semua pelaku pembangunan, aturan tersebut 
termuat dalam Perda No 14 Tahun 2011. Hal ini berarti RTRW merupakan 
aturan hukum mengenai pembentukan ruang wilayah dengan jangka panjang. 
Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada 
dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. 
Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan 
masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas 
penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan 
dengan rencana peruntukannya. Seperti yang diketahui Pembangunan 
berkelanjutan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia dan pada hekekatnya 
ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa 
kini maupun masa mendatang seperti yang tertuang dalam UU No 32 Tahun 
2009.  
                                                           
3
 Jum Anggriani, 2012, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 41. 
4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 
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Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah (1) Bagaimanakah implikasi Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah 
terhadap Konversi Lahan di Kabupaten Sukoharjo ? (2) Bagaimanakah 
keterkaitan Konversi Lahan dengan Pembangunan Berkelanjutan ?. 
Adapun tujuannya adalah (1) Mengetahui, mendiskripsikan dan 
menganalisis produk kebijakan aturan hukum rencana tata ruang wilayah 
keterlibatan terhadap konversi lahan (2) Mengetahui  faktor dan akibat adanya 
konversi lahan dalam pembangunan berkelanjutan 
2. METODE PENELITIAN  
Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 
metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan mempelajari satu atau 
berupa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya.
5
 Dalam penyusunan 
penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. 
Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis-Normatif, dimana penelitian ini 
didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang 
dihubungkan berdasarkan pada kenyataan, fakta, realita, dan permasalahan di 
lapangan.
6
 Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukoharjo Teknik pengumpulan 
data digunakan dalam usaha untuk melakukan generalisasi statistik atau 
mewakili populasinya yakni Kec Mojolaban mewakili Kawasan Kota, Kec. 
Grogol wilayah menengah dan Kec. Baki wilayah pedesaan.  
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Konversi Lahan 
Pengaturan mengenai lahan atau perlindungan terhadap lahan sebenarnya 
sudah diatur sesuai dengan aturan hukum yang ada dari tingkat pusat sampai 
daerah. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang tujuan 
orientasinya adalah manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf 
hidup masyarakat. Hal tersebut tentunya berbeda dengan apa yang dicita-
citakan oleh UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3). Karena 
                                                           
5 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:Fakultas 
Hukum UMS. Hal. 4 




dalam aturan Hukum menyatakan bahwa bumi, air dan segala isinya dikuasai 
oleh negara dan diperuntukkan bagi masyarakat. Dengan adanya aturan 
tersebut dibuatlah aturan hukum yang menjadi dasar untuk penguatan cita-cita 
hukum tersebut yakni dalam penataan ruang tertuang dalam Undang-Undang 
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah pusat sebenarnya telah 
menetapkan klasifikasi zona yang di peruntukkan untuk perumahan atau 
pemukiman, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya dalam sebuah 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.  
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pun telah menetapkan klasifikasi 
zona-zona sesuai dengan peruntukkannya agar tercipta ruang wilayah yang 
baik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo. Yang 
dalam hal ini tujuan dari Kabupaten sukoharjo yakni terdapat dalam Pasal 2 
Perda No 14 Tahun 2011 Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan 
mewujudkan Kabupaten  yaitu yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor 
industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan 
aksesibilitas. Wilayah untuk pertanian dituangkan dalam RTRW yang termuat 
dalam Pasal 33 UU No 14 Tahun 2011 yang berisi tentang penetapan kawasan 
pertanian daerah Sukoharjo yakni lahan basah terdapat dalam ayat (3) dengan 
luas lahan 21.113 (dua puluh satu ribu seratus tiga belas) hektar, sedangkan 
lahan kering terdapat dalam ayat (4) yakni 2.629 (dua ribu enam ratus dua 
puluh sembilan) hektar meliputi: a. Kecamatan Sukoharjo; b. Kecamatan 
Bendosari; c. Kecamatan Nguter; d. Kecamatan Polokarto; e. Kecamatan 
Weru; f. Kecamatan Bulu; dan g. Kecamatan Tawangsari. 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan RTRW Kabupaten 
Sukoharjo menghadapi banyak masalah alih fungsi lahan yang menyebabkan 
menurunnya tingkat produksi pertanian Kabupaten Sukoharjo. BPS mencatat 
luas tanah sawah di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan setiap 
tahunnya. Pada tahun 2012 tercatat luas tanah sawah di Kabupaten Sukoharjo 
21 010 ha, sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebesar 20 617 ha. Alih fungsi 
lahan di Sukoharjo sangat marak sehingga lahan produktif kini tinggal 20.814 
ha. kawasan Desa Gentan, Kecamatan Baki yang berbatasan langsung dengan 
Kota Solo. Saat ini, marak pembangunan perumahan di wilayah Desa Gentan. 
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Karena itu para petani diminta tidak terpengaruh terhadap harga sawah yang 
ditawar pengembang perumahan. Zonasi industri, permukiman penduduk 
maupun lahan pertanian produktif diatur dalam rencana peraturan daerah 
(Perda) tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo. Dalam Perda 
RTRW itu, lahan pertanian yang dapat beralih fungsi terletak di zona kuning. 
Sementara lahan pertanian yang dilarang dialihfungsikan berada di zona hijau.  
Efektifitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 di Kabupaten 
Sukoharjo tergolong belum berjalan optimal karena beberapa faktor seperti:  
1. Minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
maupun antar pemerintah daerah dibuktikan dengan regulasi dalam RTRW 
itu sendiri dengan tidak menjadikan dasar  UU No 41 Tahun 2009 tentang 
perlindungan lahan pertanian dalam pembuatan perencanaan wilayah.  
2. Lemahnya mekanisme perizinan dan fungsi kontrol sehingga angka 
konversi lahan naik setiap tahunnya.  
3. Kurangnya kesadaran terhadap dampak buruk akibat alih fungsi lahan dan 
tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak konversi 
lahan. 
4. Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku alih fungsi lahan. 
Berbagai kebijakan telah ditetapkan dalam rangka mengurangi konversi lahan 
pertanian seperti tertuang dalam RPJM N 2010-2014 (Buku 1) termasuk ke 
dalam prioritas ketahanan pangan dengan substansi inti yaitu Lahan, 
Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian antara lain dengan 
penataan regulasi untuk m enjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, 
pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar dan penertiban serta 
optimalisasi penggunaaan lahan terlantar. Sementara itu dalam prioritas 
Bidang (Buku II RP JM N 2010-2014) termasuk ke dalam Peningkatan 
Ketahanan Pangan, dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
dengan kebijaksan strategisnya adalah Peningkatan produksi dan produkti 
vitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui 
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mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara luas ke 
non pertanian serta konservasi sumber daya lahan dan air.
 7
  
Hingga saat ini kebijakan pemerintah tersebut untuk mengendalikan alih 
fungsi lahan dalam suatu produk hukum masih banyak ditemukan kendala 
oleh belum terwujudnya sistem perencanaan yang matang, lemahnya 
koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan sebaliknya, 
dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Salah satu produk hukum dalam 
mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian yaitu Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah menjelaskan 
bahwa:  
“Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian 
terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki ham paran Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk 
mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional”.  
 
Perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan 
sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi 
kekuatan hukum dan sebagai bentuk perhatian pemerintah khususnya 
Kementerian Pertanian terhadap masalah alih fungsi lahan. Hal ini 
dikarenakan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan 
tanggung jawab semua pihak baik di pusat maupun di daerah dan juga 
berkaitan dengan pengimplementasian mengenai Asas Umum Pemerintahan 
yang Baik dapat dilihat dari perencanaan yang dibuat oleh pemerintah. 
 
                                                           
7 Nana Apriyana, Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Dalam Rangka 
Mempertahankan Ketahanan Pangan Nasional, http://www.bappenas.go.id. Diakses pada tanggal, 




3.2. Implikasi Konversi Lahan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan  
Kebutuhan akan tempat tinggal yang terus meningkat menjadikan tingkat 
pengalih fungsian lahan menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. 
Lahan yang kerap kali menjadi korban dalam memenuhi kebutuhan akan 
tempat tinggal tersebut tentunya tidak lain adalah lahan pertanian.
8
 Meskipun 
Indonesia adalah negara dengan pertanian yang bagus namun jika lahan 
pertanian terus menerus dialihkan menjadi kelain fungsi tidak menutup 
kemungkinan pertanian di Indonesia kemudian hari akan tetep aman terjaga. 
Pengalih fungsian lahan sekarang sangatlah banyak dan terjadi dimana mana 
karena begitu banyaknya tuntutan kebutuhan akan tempat tinggal akhirnya 
petanipun tergiur untuk menjualnya dengan harga tinggi tanpa mempedulikan 
kesalahanan apa yang mereka lakukan atau dampak apa yang akan terjadi di 
masa depan. 
Dalam Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan yang 
dirumuskan Agenda 21  Nasional, Pengelolaan sumberdaya tanah, yang terdiri 
dari 4 sub-agenda yaitu penatagunaan sumberdaya tanah, pengelolaan hutan, 
pengembangan pertanian dan pedesaan serta pengelolaan sumberdaya air. 
Pengaturan mengenai alih fungsi lahan masuk dalam sub agenda ini. 
Berdasarkan hasil penelitian lapangan, alasan utama terjadinya alih fungsi 
lahan adalah laju pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. 
Peralihan fungsi lahan dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu pemerintah dan 
pemilik lahan. Alasan pemerintah melakukan alih fungsi lahan adalah 
perubahan RTRW dan kebutuhan akan infrastruktur. Pembangunan 
berkelanjutan secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 
tentang GBHN, sedangkan istilah Pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan Lingkungan Hidup digunakan dalam UU No. 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu juga dikenal ada 
Lingkungan dan Pembangunan, sedang sebelumnya lebih popular digunakan 
                                                           
8 Neli Ardiana Savita, Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat Kabupaten 
Pemalang, akses https://www.researchgate.net/publication/325285786, pada tanggal 4 Juli 2018 








Secara umum, Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan 
ekonomi yang moderat di angka 5 sampai dengan 5,8 persen dari tahun 2010 
sampai dengan 2016. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo sedikit 
di atas pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada tahun 2015 yang 
mencapai 5,69% dan tahun 2016 yang mencapai 5,67%. Berdasarkan data dari 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, ada 3 sektor yang memberikan 
kontribusi terbesar bagi pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukoharjo. Ketiga 
sektor tersebut adalah industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 
38,82% dari PDRB, sektor perdagangan besar dan eceran. Reparasi mobil dan 
sepeda motor dengan kontribusi mencapai 17,68% dari PDRB dan sektor 




Dari data diatas menunjukkan bahwa dengan dalam sektor pertanian 
sangat sedikit untuk kontribusi dalam sektor perekonomian masyarkata di 
sukoharjo. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa dalam kabupaten sukoharjo 
mengalami kemunduran dengan banyak masyarakat yang sedikit mengolahan 
lahan sawahnya dan ini tentunya akan berakibat pada pangan masyarakat 
sukoharjo ke masa yang akan datang dan ini tentunya berbeda dengan cita-cita 
pembangunan berkelanjutan yang dimana tetap memperhatikan lingkungan 
untuk masa depan. 
4.PENUTUP  
4.1. Kesimpulan 
 Perkembangan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo menjadi 
lahan non pertanian perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah 
                                                           
9 M. Zaini,Agus Tri Darmawanto,”Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan 
Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda”, 
JIEP-Vol. 15, No 2 November 2015 
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pusat dan dinas-dinas terkait. Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten 
Sukoharjo sebagian besar terjadi pada lokasi-lokasi strategis yang dekat 
dengan perbatasan wilayah. Padahal lahan-lahan di daerah tersebut merupakan 
lahan-lahan yang cocok untuk budi daya pertanian. Penerapan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam mengendalikan 
alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo tergolong belum berjalan 
optimal dikarenakan oleh: a. Minimnya koordinasi antara pem eri ntah pusat 
dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah; b.Lemahnya 
mekanisme perizinan dan fungsi kontrol.; c.Kurangnya kesadaran terhadap 
dampak buruk akibat alih fungsi lahan.; d.Tidak adanya sanksi tegas terhadap 
pelaku alih fungsi lahan.; e.Kurangnya perhatian pemerintah terhadap 
kesejahteraan petani setempat. Upaya pemerintah dalam melindungi lahan 
pertanian pangan berkelanjutan hanya terbatas pembuatan Peraturan 
Perundang-undangan tanpa menjadikan dasar Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 
berbagai kebijakan-kebijakan lain tanpa didukung data dan sikap proaktif 
langsung dari pemerintah.  
4.2 Saran  
Tingginya angka konversi lahan dapat dicegah agar tidak semakin tinggi 
setiap tahunnya yakni dengan semakin diperketatnya proses administrasi dan 
kebijakan dari pemerintah yang berwenang mengenai fungsi lahan tersebut. 
salah satunya yakni dengan membuat aturan hukum yang sesuai dengan aturan 
diatasnya memperhatikan dengan bijak dalam pembuatan aturan hukum 
tersebut, karena aturan hukum yang dibuat nantinya menjadi pijakan dalam 
penentuan masa depan. Dan dengan menaati aturan hukum yang sudah 
menjadi tujuan awal diharapkan untuk kedepannya dijadikan pedoman yang 
tinggi dalam rencana tata ruang wilayah. Dimana digunakan dengan jangka 
panjang dapat sesuai, dan dipertegas kembali. Jadi pemerintah daerah 
mempunyai peran yang penting dan tetap harus konsisten dengan apa yang 
menjadi rujukan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, tentunya 
dengan lebih banyak melibatkan masyarakat agar terpahamkan dan tidak 
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